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PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

KEPROTOKOLAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MATIA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

Menimbang : a. bahwa, untuk kelalcaral pela]<salaan tugas dan fungsi
keprotokolan di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember,
perlu disusun keprotokolan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

b. bahwa, berdasa.rkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarar

huruf a, perlu menetapkan Pelaturan Rektor tentang Keprotokolai
Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Taiun 2Ol0 tentang Keprotokolan
(Lembaran NegaJa Republik [ndonesia Tahun 2010 Nomor 125,
Tambaian Lembara.n Nega.ra Republik Indonesia Nomor 5166);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
(Lembaiar Negara Republik [ndonesia Taiun 2012 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negaia Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peratura.n Pemerintah Nomor 4 Tahun 2Ol4 tenta-ng Penyelengga.raan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (L€mbaran
Negara Republik Indonesia Talun 2014 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut
Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia
Taiun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negaia Republik
Indonesia Nomor 5723);

5. Keputusa, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tilggi Nomor
l3a/MlKp/lv 12015 tentang Pengangkatan Relaor ITS Masa Jabatan
2Ol5 - 2ol9i

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 65
Tahun 2017 tentang Pedoman Keprotokolan di Lingkungar!
Kementerian Riset, Telimologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara
Republik Indonesia Taiun 2017 Nomor 1482);

7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 10

Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi
Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG
TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

KEPROTOKOLAN INSTITUT

Pasal
Ketentuan

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember

perguruar tinggi badan hukum.

1

Umum

yang selanjutnya disingkat ITS adalah



2. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaarr ITS.
3. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yarg berkaitan dengaJr atural:r dalam

acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, da!
tata penghormatan sebagai bentuk penghormata.n kepada seseorang sesuai dengan
jabata! dan/atau kedudukalnya dalam negara, pemerintal, atau masyarakat.

4. Acara Resmi adalah acara yaig diatur dan dila-Lsanakan oleh pemerintah atau
lembaga negara dalam melaksanakan tugas dai fungsi tertentu dan dihadiri oleh
Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintahan serta undangarl lain.

5. Tata Tempat adalah pengaturan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan,
perwakilan negara asing dan/atau orgarisasi intemasiona-I, serta Tokoh Masyarakat
Tertentu dalarn Acara Kenegaraa! atau Acata Resmi.

6- Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam AcaJa
Kenegaraan arau Acara Resmi.

7. Tata Penghormatan adalal aturan untuk melaksana.kal pemberian hormat bagi
Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwa-kilan negaia asing dan/atau
organisasi irttemasional, dan Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Aca.ra Kenega.raan
atau Acaia Resmi.

8. Sekretaiis lnstitut adalal perangkat Rektor untuk mengoordinasi bidang hukum,
protokoler, promosi, kehumasan, pengelolaan, serta pengendaliar da.n pengawasan
program Rektor.

Pasal 2
Maksud

Peraturan Rektor ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat dan/atau petugas
keprotokolan dalam penyelenggaraan kegiatan ITS.

Pasal 3
Trrjuarr

Pengatura-n keprotokola, bertujuan untuk:
a. memberikan penghormatan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerftitahan, perwakilan

negaia asing dan atau orgalisasi intemasiona-I, serta Tokoh Masyarakat Tertentu
dan/atau Tamu Negaia sesuai denga.n kedudukan dala-m nega-ra, pemerintahan, dan
masyara-Lat;

b. memberikan pedoman penyelenggaiaan suatu acara di ITS agar beialan tertib, rapi,
lancar, dan teratur sesuai dengan ketentuar daJl kebiasaa, yang berlaku, baik secara
nasional maupun internasional; dan

c. menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antar kelembagaan dan ba-ngsa.

Pasal 4
Asas

Keprotokolan diatur berdasaJkan asas:
a. kebargsaar;
b. ketertiban dan kepastian hukum;
c. keseimbangai, keserasian, dan keselarasal; daIr
d. timbal ba-Iik.

Pasal 5
Ruang Lingkup Keprotokolan ITS

{1) Keprotokolan ITS dilaksala-kan terhadap acara resmi di lingkungan ITS.

{2) Keprotokolan ITS sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi :

a. Tata tempat;
b. Tata upacaJa; dall
c. Tata penghormatan.

(3) Acara resmi sebagairnana dimalsud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Upacara; darl
b. Acara resmi lainnya yang ditetapkan oleh Sekretaris Institut.



(4) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan acata yang
dihadiri oleh Rektor, Wakil Reldor, Dekan, Kepala kmbaga, Direktur dan pema.ngku

kepentingan lainnya.

Pasal 6
Jenis Upacara

(1) Upacaia sebagaimara dimaksud da-lam Pasal 5 ayat (3) hurul a terdiri atas :

a. Upacara bendera; dan
b. Upacara bukan upacata bendera.

{21 Upacara bendera sebagaimana dimaLsud pada ayat (1) huruf a, meliputi Hari Besa,
Nasional. terdir-i atas:
a. Upacara hari pendidikan nasional;
b. Upacaia hari ulaig tahun proklamasi kemerdekaan;
c. Upacara hari PaHawan; atau
d. Upacara ha-ri besar nasional lainnya.

(3) Upacaia bukan upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
terdin atas:
a. Upacara pengukuhal mahasiswa baru;
b. Upacara wisuda;
c. Upaca.ra dies natalis;
d. Upacara pengukuhan Profesor;
e. Upacar:a pengukuhan Doktor Kehormatan;
f. Upacara pelantikan pejabat;
g. Upacara pengambilan sumpah pegawai;
h. Upaca-ra pelepasan pegawai yang pensiun:
i. Upacara penandatanganan nota kesepahaman dan pedanjiaa kerjasama;
j. Pelepasan jenazah muslim; atau
k. Pelepasan jenazai non muslim.

(4) Ketentuan tentang tata tempat, tata upacara dan tata pe[ghormatan untuk upaca.ra

bendera dan upacara bukan bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3) diatur dalam Keputusan Rektor.

Pasal 7
Upaca-ra Bendera

(1) Upacara bendera sebagaimala dimaksud dalarn Pasa.l 6 ayat (l) huruf a dipimpin
oleh Rektor.

(2) Da-lam ha1 Rektor berha.langan, upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dipimpin oleh salah satu Wakil Rektor.

(3) Upacara Bendera sebagaimana dimaksud da]am Pasal 6 ayat (1) huruf a dihadiri oleh
pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa di lingkunga.n ITS.

Pasal 8
Penanggung Jawab dan Penyelengga.ra Upaca-ra Bendera

(1) Sekretaris Institut bertindak sebagai penanggung jawab dai penyelenggara upacara
bendera.

(2) Sekretaris Institut terkait bertindak sebagai penyelenggaia upacara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dengan unit terkait.

(3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi substansi dan
pelalsanaan upacara bendeta.

Pasal 9
Pemimpin dan Peserta Upaca-ra Bukan Upacara Bendera

(1) Upacara bukan upacara bendera sebagaimana dimal<sud dalarn Pasal 6 ayat (1)

huruf b dipimpin oleh Rel<tor.
(2) Dalarn ha1 Rektor berha.langan, upaczra sebagaimaJra dimaksud pada ayat (1) dapat

dipimpin oleh pejabat yang ditugaskan oleh Rel.tor.



(1)

l2t

(3)

(3) UpacaJa bukan upacara bendera sebagaimala dimal<sud dalarn Pasal 6 ayat (1)

huruf b dihadiri oleh pimpinan, dosen dan tenaga kependidikan terkait, dan tamu
undaJlgarr.

Pasal 10

Penanggung Jawab Upacara Bukan Upacata Bendera
Sekretaris Institut bertindak sebagai penanggung jawab upacara bukan upacara
bendera,
Selceta:'is Iostitut terkait bertindak sebagai penanggung jawab sebagaimana
dimal<sud pada ayat (1) ha.rus berkoordinasi dengan unit terkait.
Targgung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi substansi dan
pelaksanaan upacara buka! upacara bendera.

Pasal 11

Ketentuan PenutuP
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Tanggal 2 Januari 2018

Sepuluh Nopember,

?NIP


